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  ABSTRAK :     -    Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap WNI sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945; bahwa dengan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk dan yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kab. Aceh 

Tengah, menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang harus 

dikelola dengan secara baik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.  

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang 

No.7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 18 Tahun 

2008; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No.32 Tahun 2009; Undang-

Undang No.36 Tahun 2009; Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.18 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999; 

Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 

2010; Qanun Kab. Aceh Tengah No.12 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Tengah No.4 Tahun 

2010. 

 

- Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Asas, Makusd dan Tujuan; Ruang Lingkup; 

Jenis Sampah; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dalam Pengelolaan 

Sampah; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan 

Sampah; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah; Izin 

Pengelolaan Sampah; Insentif dan Disentif; Pengelolaan Sampah; Kerjasama dan Kemitraan; 

Pembiayaan dan Kompensasi; Retribusi Pelayanan Persampahan; Larangan Dalam 

Pengelolaan Sampah; Penyelesaian Sengketa; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi 

Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketenttuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan,  28 April 2018. 

 


